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Lampiran . Satu berkas

Hal . Evaluasi Realisasi Capaian Monitoring

Center for Prevention (MCP) Tahun 2024

Yth. Kepala Daerah (terlampir)

di

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan bukti-bukti realisasi indikator program MCP

(Monitoring Center for Prevention) Tahun 2024, terlampir nilai capaian MCP untuk masing-

masing Pemerintah Daerah (Pemda) pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah |

untuk 8 (delapan) Area MCP sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian MCP dan Program Tematik
Tahun 2024, untuk capaian yang sudah baik agar dipertahankan dan capaian yang
masih kurang agar terus disempurnakan;

Diharapkan agar capaian tersebut tidak hanya sekedar pemenuhan bukti-bukti secara
formalitas, namun harus benar-benar didukung dengan praktik-praktik bebas dari
korupsi, sehingga terwujudnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan dan akuntabel,

Perlu diinformasikan bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) selanjutnya
disebut Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025 masih tetap dikelola
secara bersama-sama oleh KPK, Kemendagri dan BPKP dengan beberapa
penyempurnaan pada indikator, serta untuk tahun 2025 kami akan lebih intensif
melakukan pendalaman substansi pada beberapa area dan indikator. Oleh karena itu,
diharapkan agar upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan secara komprehensif
dan berkesinambungan terus dilakukan oleh Kepala Daerah beserta seluruh jajaran
Pemda.
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Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,

Komisi Pemberantasan Korupsi

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Tembusan:
1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi



Lampiran |
Nomor : B/1231/KSP.00/70-72/02/2025
Tanggal: 21 Februari 2025

Yth.

1.  Gubernur Provinsi Sumatera Utara
2. Bupati Asahan

3. Bupati Batu Bara

4, Bupati Dairi

5.  Bupati Deli Serdang

6.  Bupati Humbang Hasundutan
7.  Bupati Karo

8.  Bupati Labuhanbatu

9. Bupati Labuhanbatu Selatan
10. Bupati Labuhanbatu Utara
11. Bupati Langkat

12. Bupati Mandailing Natal

13. Bupati Nias

14. Bupati Nias Barat

15. Bupati Nias Selatan

16. Bupati Nias Utara

17. Bupati Padang Lawas

18. Bupati Padang Lawas Utara
19. Bupati Pakpak Bharat

20. Bupati Samosir

21. Bupati Serdang Bedagai

22. Bupati Simalungun

23. Bupati Tapanuli Selatan

24, Bupati Tapanuli Tengah

25. Bupati Tapanuli Utara

26. Bupati Toba

27.  Wali Kota Binjai

28. Wali Kota Gunungsitoli

29. Wali Kota Medan

30. Wali Kota Padangsidimpuan
31. Wali Kota Pematangsiantar



32. Wali Kota Sibolga
33. Wali Kota Tanjungbalai
34, Wali Kota Tebing Tinggi

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko



Lampiran Il

Nomor : B-1231/KSP.00/70-74/02/2025
Tanggal :21 Februari 2025

Capaian MCP Pemda Wilayah Sumatera Utara

Tahun 2024

No Peringkat pemerintah Daerah s::laa Ih Koreksi se-::?llm Perencanaan | Penganggaran Pengadaan Pelayanan | Pengawasan | Manajemen | Pengelolaan | Optimalisasi

Nasional Koreksi Koreksi Barang dan Jasa Publik APIP ASN BMD Pajak

1 61 Kota Pematang Siantar 94,89 0 94,89 100,00 97,00 78,01 100,00 93,29 99,14 93,75 98,35
2 93 Kabupaten Asahan 93,04 0 93,04 100,00 98,70 94,25 88,00 91,30 95,88 82,06 93,40
3 123  |Kota Tebing Tinggi 91,74 0 91,74 100,00 81,23 83,00 100,00 93,80 100,00 87,63 88,46
4 139 Kota Tanjungbalai 91,06 0 91,06 100,00 93,96 84,47 86,44 95,42 98,35 83,00 86,80
5 194 Kabupaten Simalungun 88,25 0 88,25 100,00 91,25 82,22 92,89 85,04 94,23 64,25 95,05
6 232 Kabupaten Deli Serdang 85,74 - 88,74 79,20 100,00 92,45 91,36 92,95 90,10 76,38 86,80
7 237 Kabupaten Serdang Bedagai 85,51 0 85,51 89,60 88,08 80,30 82,43 78,13 97,03 77,25 91,37
8 255 Kabupaten Langkat 84,25 0 84,25 89,60 88,55 89,56 89,23 96,29 -E
9 256 Kabupaten Nias Selatan 84,14 0 84,14 100,00 87,33 88,00 80,51 86,64 92,06 68,78
10 267 Provinsi Sumatera Utara 83,15 0 83,15 92,13 83,56 85,84 79,31 85,15
111 269 |Kota Medan 82,98 0 82,98

121 290 |Kabupaten Batu Bara 81,49 - 84,49 84,40 77,25

13 310 Kabupaten Nias 79,64 0 79,64 89,60 77,05

14| 328  |Kota Gunungsitoli 77,62 0 77,62 100,00 94,02

15| 331  |Kabupaten Labuhanbatu Utara 77,09 0 77,09 100,00 93,50

16| 333 |Kabupaten Toba 76,91 0 76,91 74,00

17 336 Kabupaten Mandailing Natal 76,63 79,63 100,00

18 351 Kabupaten Humbang Hasundutan 74,26 89,60

19 358 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 76,73 100,00

20 360 Kabupaten Padang Lawas 73,72

21 363 Kabupaten Nias Barat 73,37

22| 367

23| 377

24| 381




3 Total Total
Peringkat . .
No A Pemerintah Daerah setelah Koreksi | sebelum | Perencanaan | Penganggaran
Nasional . .
Koreksi Koreksi

28| 414 73,47

Pengadaan Pelayanan | Pengawasan | Manajemen | Pengelolaan | Optimalisasi
Barang dan Jasa Publik APIP ASN BMD Pajak

31| 444
32| 459
34| 474
Keterangan:

78% - 100%  Mengapresiasi atas capaiannya, agar tetap konsisten dalam memperkuat kelembagaan dan pencegahan korupsi.
73% - 77,99% Dimohon atensi dan komitmennya agar diperkuat kelembagaan dan upaya pencegahan korupsi.

- 0% -72,99% Mengingat masih rendahnya capaian dimohon atensi dan komitmennya agar lebih fokus dan prioritas untuk memperkuat kelembagaan dan upaya pencegahan korupsi.

Terdapat koreksi untuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Batu Bara, Mandailing Natal, Labuhan Batu Selatan dan Padang Sidempuan masing-masing -3 (minus tiga)

serta untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu -4 (minus empat), karena ada kasus korupsi untuk periode tahun 2023 - 2024 dan ada Pejabat/Pegawai Pemda yang ditetapkan tersangka.



